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Beragamnya arena kontestasi politik dan isu-isu yang di guna-
kan oleh para aktor politik memungkinkan kita untuk melihat 

bagai mana kekuasaan merasuk ke berbagai aspek kehidupan 
masya rakat. Buku bunga rampai ini memiliki sejumlah kata kunci 
yang men jadi perantara untuk memahami bagaimana politik dan 
ke kuasa an bekerja dalam beragam arena dan wajah. Kata kunci 
pertama adalah demokrasi. Alih-alih mengkaji demokrasi se cara 
normatif, sejumlah tulisan dalam buku ini ingin melihat bagai mana 
aktor politik menyiasati ruang-ruang ambigu untuk me menang kan 
kontestasi politik. Ruang-ruang ambigu di sini men cakup aspek 
kelembagaan demokrasi yang mengatur politik uang, korupsi 
sampai keagamaan. Kata kunci kedua adalah budaya. Signifikan si 
budaya dalam studi politik sudah menjadi perhatian banyak ahli. 
Buku ini juga mengajak pembaca untuk menimbang pe ngaruh 
budaya dalam penguatan demokrasi dan kelembagaan politik di 
tingkat lokal. Terakhir, kata kunci kedua dari buku ini adalah pe-
nguatan masyarakat lokal. Penguatan masyarakat lokal di sini 
men cakup baik analisis terhadap konflik politik lokal sampai pem-
ber daya an masyarakat desa. Meskipun ketiga kata kunci itu bisa 
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di lihat berdiri sendiri, buku ini mengajak pembaca untuk me nemu-
kan benang merah dari beragamanya arena kontestasi politik dan 
isu-isu yang digunakan oleh para aktor politik. Terakhir, akan di-
singgung pula saran terkait metode penelitian yang bisa digunakan 
untuk menindaklanjuti tulisan dalam buku ini.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari sejumlah 
dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman 
(Unsoed). Buku ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa bantuan 
dari banyak pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada FISIP 
dan Jurus an Ilmu Politik Unsoed yang menyediakan sumber daya 
dan dukung an dalam berbagai bentuk untuk mewujudkan buku 
ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Warjio (FISIP 
Universitas Sumatera Utara) sebagai reviewer konten dan Imam 
Suhardi sebagai editor bahasa. Semua kekurangan tulisan dan buku 
ini tetap menjadi tanggung jawab kami, para penulisnya. Semoga 
ke kurang an tersebut dapat kami perbaiki jika ada edisi revisi yang 
mungkin akan terbit di masa mendatang.
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Pendahuluan

Konflik atau sengketa tanah telah berlangsung sejak era 
kolonial hingga sekarang. Pada masa reformasi sengketa, konflik 
dan perkara pertanahan cenderung terus meningkat baik intensitas 
mau pun ragamnya. Data BPN tahun 2019 menunjukkan sengketa 
lahan yang berjumlah 8.959 kasus, terdiri atas 56% (persen) konflik 
antar masya rakat, 15% (persen) konflik lahan antara orang dengan 
badan hukum, dengan perusahaan, HGU (pemilik hak guna usaha), 
BUMN, 0,1% konflik antara badan hukum dengan badan hukum, 
dan 27% sengketa masyarakat dengan pemerintah misalnya 
masya rakat dengan TNI. Jumlah kasus pada tahun 2019 tersebut 
jika di banding kan dengan data pada tahun 2017 yang sejumlah 
4.223 kasus maka dapat dilihat ada penambahan sebanyak 4.736 
kasus (Laporan Kinerja Kementrian ATR/BPN, 2019).

Peningkatan jumlah kasus baru di atas cenderung tidak se-
banding dengan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan 
sengketa atau konflik tanah setiap tahunnya. Data dari Kementrian 
ATR-BPN pada tahun 2019 hanya mampu menyelesaikan kasus 
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